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BAB 4  

PENUTUP 

4.1 KESIMPULAN 

 Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berlandaskan pada hukum. 

Hukum yang berlaku di Indonesia berlandas pada pancasila. Pancasila adalah dasar 

negara yang mendorong seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki keadilan dalam hidup 

bernegara. Konsep keadilan dalam pancasila terdapat pada sila kedua dan sila kelima, 

yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Kedua sila ini merupakan cita-cita yang harus dicapai oleh elemen-elemen 

masyarakat.  

 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan cita-cita seluruh 

masyarakat Indonesia. Masyarakat mendambakan keadilan karena hanya melalui 

keadilan kehidupan masyarakat akan lebih sejahtera. Akan tetapi dalam konsep 

keadilan sosial di Indonesia masih bersifat abstrak. Keadilan belum dapat dirasakan 

oleh semua elemen masyarakat. Hal ini karena adanya tindakan sewenang-wenang oleh 

para penguasa, sehingga segala hal yang bertujuan untuk kesejahteraan masayarakat 

dikesampingkan. Tindakan semacam ini seharusnya diatasi secepatnya agar tidak 

terjadi penderitaan berkepanjangan bagi masyarakat.  

 Masyarakat masih hidup dalam tatanan ketidakadilan sosial. Hal ini dipicu 

semakin mengakarnya budaya korupsi di Indonesia. Ketidakadilan sosial adalah 

sesuatu yang dengan sengaja melawan dan merugikan pihak lain demi kehidupan 

pribadi, seperti korupsi. Korupsi adalah sebuah fenomena yang dengan sengaja 

melawan hukum, dan merugikan pihak lain demi keuntungan pribadi dengan 

mengatasnamakan kekuasaan. Persoalan ini terjadi dari generasi ke generasi, bahkan 

membudaya pada setiap bidang kehidupan sosial. Adanya masalah korupsi tentu ada 

sebab utamanya. Hal tersebut menjadi persoalan yang sangat serius, sebab pada saat 

yang bersamaan kita menghadapi realitas budaya hukum yang belum sepenuhnya dapat 

diandalkan dalam membantu mengatasi persoalan korupsi.  
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 Peningkatan jumlah masalah korupsi di Indonesia dapat merugikan negara dan 

masyarakat. Kenyataan sosial ini merupakan suatu bentuk yang tidak bermoral. 

Tindakan yang merugikan negara sekaligus melemahnya kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah. Namun, pemerintah belum memiliki kesadaran bahwa tindakan 

sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa merugikan negara dan elemen-

elemen masyarakat. Tidaklah heran, kemajuan dan kesejahteraan negara semakin 

minim. Hal ini karena para koruptor memiliki ruang gerak untuk melakukan korupsi 

guna untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok-kelompok tertentu. Ruang 

gerak para koruptor semakin luas, hal ini karena penanganan pemerintah belum efisien 

dan maksimal.  

 Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup ditangani oleh pemerintahan, seperti 

Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan, 

Badan Pengawasan Keuangan Negara, dan juga instansi lainnya yang mampu 

memberantasi korupsi, tetapi juga masyarakat harus terlibat aktif dalam pengawasan 

mekanisme kerja pemerintah. Selama ini masyarakat kurang pengawasan terhadap 

pemerintah. Akibatnya budaya korupsi dimana-mana semakian bertambah, sehingga 

fungsi dan kontrol masyarakat dalam mekanisme kerja pemerintah sangat penting. Hal 

ini bertujuan guna untuk bersama-sama mengawasi proses jalanya mekanisme kerja 

yang berkualitas bagi negara.  

 Sampai saat ini, masalah korupsi menjadi faktor penghambat  kehidupan 

bersosial. Hal tersebut dilihat dari meningkatnya faktor kemiskinan, pendidikan dan 

juga kebijakan yang tidak merata yang berdampak pada masyarakat kecil. Hal ini 

terjadi karena perhatian pemerintah atau orang tertentu yang tidak tepat sasaran. 

Perhatian dan kebijakan pemerintah adalah tindakan yang harus diutamakan untuk 

mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi negara, bangsa dan masyarakat. 

Apabila pemerintah minim memperhatikan kesejahteraan masayarakat maka yang 

terjadi adalah penderitaan berkepanjangan terhadap masyarakat kecil. Oleh karena itu, 

pemerintah jangan memperhatikan pihak-pihak tertentu saja, setidaknya semua 

elemen-elemen masyarakat.  
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Meskipun tindakan korupsi dinyatakan sebagai kejahatan yang luar biasa, tetapi 

masih banyak orang tidak takut untuk melakukan korupsi. Para koruptor tetap 

melakukan korupsi untuk kekayaan pribadi, kelompok, atau organsasi-organisasi 

tertentu. Tindakan memperkaya diri yang dilakukan oleh para koruptor merupakan 

tindakan melawan hukum. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh para 

koruptor menimbulkan dampak yangg sangat tinggi terhadap negara. Hal ini dilihat 

dari proses hukum terhadap para koruptor masih lemah dan belum maksimal. Oleh 

karena hukum belum maksimal berfungsi dalam pemberntasan korupsi, maka 

pemerintah harus menciptakan strategi lain agar masalah korupsi bisa diatasi.  

Korupsi di Indonesia dapat mengakibatkan ketidakadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial dan memiliki makna yang 

amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu 

tata nilai sosial. Keadilan dalam konteks ini adalah keadilan yang diuraikan sebagai 

suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan 

perbuatan dan berharap atas keadilan adalah suatu keadilan, sedangkan sikap dan 

karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah bentuk dari 

ketidakadilan itu sendiri. Masalah korupsi tentu masuk dalam prihal ketidakadilan 

karena bertindak tidak sesuai dengan aturan dan melawan hukum. Orang yang 

melakukan prihal yang baik tentu ia memahami dan mengerti akan nilai, karakter dan 

juga hukum yang berlaku, begitu sebaliknya, orang melawan hukum dan melakukan 

pencederaan terhadap hukum, maka tidak memahami dan mengerti akan nilai dalam 

keadilan itu sendiri, sehingga dapat mengakibatkan ketimpangan sosial. 

Pada dasarnya korupsi adalah tindakan yang dapat merugikan negara, bangsa 

bahkan seluruh sistem kehidupan di dalam negara dan bangsa itu sendiri. Tentu 

tindakan korupsi ini, menimbulkan kesenjangan sosial bagi elemen masyarakat, 

sehingga keadilan untuk masyarakat dikesampingkan. Akibat dari hal ini mengalami 

pergeseran dalam kebijakan kesejahteraan terhadap masyarakat. Salah satu upaya 

masayarakat untuk mencapai keadilan itu adalah merasakan hal yang sama dalam nilai-

nilai dan cita-cita dari masyarakat itu sendiri. Keadilan tentu bertujuan baik terhadap 
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masyarakat, yaitu untuk mencapai kebahagian. Oleh karena itu, pemerintah 

memperhatikan secara jeli akan penyebab-penyebab korupsi, setelah itu membentuk 

suatu gerakan atau barisan khusus dalam memberantas penyebabnya. 

4.2. USUL DAN SARAN 

4.2.1. Bagi Pemerintah 

Pemerintah adalah salah satu pihak yang bertanggungjawab untuk 

memberantasi korupsi. Masalah korupsi di Indonesia dapat mengakibatkan 

kesenjangan pada semua lini kehidupan negara dan bangsa. Dalam hal ini pemerintah 

dan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dan kewajiban dalam memberantasi 

korupsi harus bertindak tegas, efektif dan efisien. Peran dan fungsi pemerintah sebagai 

motor penggerak utama dalam melawan korupspi harus berani mengambil keputusan. 

Apabila pemerintah lalai dalam menangani masalah korupsi, maka para koruptor 

memiliki ruang gerak luas dalam melakukan korupsi. Untuk mengatasi luasnya ruang 

gerak para koruptor pemerintah harus memiliki kebijakan dalam membasmi korupsi 

yang bertumbuh dimana-mana.  

Berhadapan dengan masalah korupsi yang semakin bertambah dan bertumbuh 

dimana-mana, pemerintah dituntut untuk mengambil sikap. Sikap yag dimaksud adalah 

langkah upaya dalam memberantasi masalah tersebut. Pemerintah harus mampu 

mencari tahu penyebab utama  terjadinya korupsi. Selain itu pemerintah juga 

diharapkan untuk adil terhadap masyarakat, sebab pemerintah sebagai payung 

keteduhan yang nyaman bagi masyarakat. Pemerintah juga sebagai institusi yang 

mendirikan keadilan merata bagi setiap orang, agar terciptanya kenyamanan dan 

ketertiban bagi semua elemen. Oleh karena itu, ada beberapa poin penting untuk 

memberantasi korupsi. 

 Pertama, pemerintah dan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dan 

kewajiban memberantasi korupsi, agar tidak bertele-tele dalam mengungkap atau 

menetapkan pelaku atau tersangka korupsi sesuai dengan aturan yang berlaku.  
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 Kedua, pemerintah harus menegakkan keadilan seadil mungkin, agar keadilan 

tidak memihak pada orang-orang tertentu. Sebab, keadilan akan dikatakan adil apabila 

dirasakan oleh semua pihak dan bersifat merata. Oleh karena itu, keadilan adalah cita-

cita dari semua pihak bukan hanya pihak tertentu.  

 Ketiga, pemerintah dan lembaga yang bertugas dalam menegakkan hukum, 

harus menegakkan hukum dengan konsisten. Penegak hukum juga harus mampu 

menegakkan hukum setegak mungkin dan jangan memihak pada orang-orang tertentu. 

 Keempat, pemerintah dan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam 

memberantasi korupsi, agar tidak menerima sogokan atau suap dari pelaku atau 

tersangka korupsi. Sebab hal seperti ini dapat mengakibatkan pelaku atau tersangka 

korupsi bebas dari jeratan hukum. Tindakan suap menyuap antar pelaku dan penegak 

hukum dapat mengakibatkan sistem hukum tidak berfungsi dan ditegakkan dengan 

baik. 

 Kelima, pemerintah harus memperhatikan dengan cermat sistem dan kebijakan 

yang ada, agar sistem dan kebijakan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

Oleh karena itu, sistem dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus sesuai 

dengan kepentingan publik terutama dalam mencapai kesejahteraab dab kemakmuran.  

4.2.2. Bagi Masyarakat Luas 

 Korupsi adalah persoalan yang mengakibatkan kesenjangan terhadap negara, 

bangsa maupun masyarakat. Oleh karena persoalan korupsi merupakan permasalahan 

yang sistematik, maka masyarakat semestinya terlibat aktif dalam mengatasinya, bukan 

hanya lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan khusus dalam menangani korupsi. 

Karena itu, penulis menyarankan agar masyarakat terlibat aktif, sadar diri, dan mampu 

bekerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki kemampuan dalam menyikapi 

masalah korupsi. Akan tetapi, kenyataannya masyarakat lalai dalam menyikapi 

permasalahan korupsi, bahkan membiarkan dan menyembunyikan permasalahan 

korupsi dalam ruang publik. Sikap seperti ini menghadirkan para koruptor semakin 

bertambah dan merajalela diberbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, penulis 
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menyaran dan mengharapkan masyarakat untuk menjauhkan diri dari sikap seperti ini, 

sebab dapat menyebabkan resiko dalam memberantas korupsi.  

4.2.3. Bagi Lembaga Pendidikan, Khususnya IFTK Ledalero 

 Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero merupakan salah satu lembaga 

yang mencetak dan melahirkan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, penulis 

menyarankan agar lembaga IFTK Ledalero terus melahirkan generasi penerus yang 

mampu berjuang dalam pemberantasan korupsi, baik melalui berbagai tulisan maupun 

tindakan nyata. Penulis juga berharap, agar lembaga IFTK Ledalero menciptakan 

barisan anti korupsi dalam memberantasi korupsi yang semakin berkembang di 

Indonesia. 

 Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menangani masalah 

korupsi. Upaya mengembangkan pendidikan dalam pemberantasan tindakan korupsi 

harus ditingkatkan sungguh-sungguh. Lembaga pendidikan sangat berperan penting 

dalam mengajar dan mendorong setiap orang untuk menerangkan bahwa masalah 

korupsi adalah tindakan melawan hukum. Tindakan melawan hukum tersebut 

merupakan sebuah bentuk tindakan yang tidak boleh diikuti oleh setiap. Oleh karena 

itu, berbagai lembaga pendidikan diharapkan untuk mengajak dan mengedukasikan 

nilai-nilai bermoral terhadap setiap orang.   
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